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1. Pembahasan

Kabupaten Ponorogo adalah Kabupaten yang memiliki kebudayaan yang sangat tinggi,
mulai dari sejarah budayanya sampai sejarah terbentuknya kabupaten Ponorogo. Pusat
pemerintahan Kabupaten Ponorogo hampir sama dengan mataram (sekarang menjadi Yogjakarta
dan Surakarta) yaitu di depannya terdapat lapangan besar yang fungsinya kalau pada waktu jaman
keraton Mataram sebagai peyelenggaraan sayembara, penyampaian titah raja pada rakyatnya, pusat
perdagangan rakyat dan juga hiburan.

Alun-Alun Ponorogo pada saat ini menjadi tempat masyarakat mencari nafkah mulai dari
jual-beli kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan baju sampai makanan, pelayanan jasa
dan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Alun-alun Ponorogo sendiri memiliki keindahan yang
menurut saya menjadi keindahan yang cirri khas yaitu sebelah selatan terdapat panggung yang
sangat megah yang biasnya digunakan untuk menampilkan Reog Ponorogo maupun acara lainnya.
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Di panggung utama itu terdapat beberapa patung yang berfungsi untuk memperindah panggung.
Di samping kanan dan kiri panggung terdapat beberapa patung singa yang menjadikan alun-alun
ponorogo semakin sakral. Kemudian di bagian utara terdapat bangunan sinom yang di sebut
dengan Paseban.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yaitu semakin meningkatnya jumlah
masyarakat miskin di Negara ini. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya jumlah Gelandangan
dan Pengemis atau pengamen di jalanan. Dalam (pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar 1945 ) yang
disebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara” itu sebagai landasan
pemerintah dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Jika pasal tersebut sudah
diterapkan oleh pemerintah sebenarnya di Indonesia ataupun Ponorogo ini sudah bebas dari
Gelandangan dan Pengemis. Selain dari orang yang malas bekerja sebenarnya Gelandangan juga
berasal dari masyarakat yang terlantar. Mislnya dari masyarakat yang tidak memiliki keluarga
ataupun tempat tinggal, tetapi juga ada yang memiliki tempat tinggal

Gelandangan dan Pengemis di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo merupakan suatu
Fenomena yang harus di tangani dengan serius. Karena fenomena ini kalau tidak segera di tangani
semakin lama akan semakin memprihatinkan. Meskipun Pemerintah Selalu berusaha mengurangi
Populasi Gelandangan dan Pengemis melalui Operasi yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja, tetapi angka Gelandangan dan Pengemis tidak kunjung berkurang malah bertambah.

Gelandangan dan pengemis yang berada di alun-alun Ponorogo merupakan salah satu
dampak negatif dan menggangeu keindahan dan kenyamanan bagi pengunjung, dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo No 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum, di jelaskan bahwa
Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di
tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain
serta mengganggu ketertiban umum. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman
dan pekerjaannya karena kondisi serta tuntutan yang tidak mampu untuk dipenuhi secara mandiri.

Keberadaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) terutama di Alon-alon Ponorogo
sudah meresahkan masyarakat, selain menggangeu aktivitas masyarakat dan pengunjung Alon-
alon, mereka juga merusak keindahan kota dan sedikit kasus kriminal pemaksaan dan pelecehan
yang dilakukan oleh mereka, Oleh sebab itu, Apabila masalah Gelandangan dan Pengemis tidak
segera mendapat penanganan maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat
dan orang ada di sekitarnya. Maka dari itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk
menangani banyaknya Gelandangan dan Penegemis yang berada di alon-alon Ponorogo. Karena
itu dibutuhkan upaya Aparatur Pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk penanganan
yang sesuai dengan prosedur atau Peraturan yang sudah ada.

Kebijakan Publik dalam arti luas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kebijakan dalam
bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun di sepakati. Yang disebut Konvensi-
konvensi. Kebijakan adalah apapun pemelihan pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan (policy is whatever governments choose to do r not to do). Konsep tersebut sangat luas karena
kebijakan publik mengcakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang
dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public. Dan Kebijakan publik
hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik social yang ada dalam masyarakat tersebut,
maka sebuah kebijakan akan mendapat resitensi ketika di implementasikan sebaliknya, suatu
kebijakan harus mampu mengakomondasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat penerima kebijakan tersebut. (T'anagar, 2016)

Di dalam (Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Pasal 21 ) di jelaskan pemerintah
melakukan penertiban terhadap Tuna Sosial yang tidur dan membuat gubuk untuk tempat tinggal
di tempat —tempat umum, serta tempat lain yang bukan teruntuknya, anak jalanan yang mencari
penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan
lampu lalu lintas, atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan,gelandangan dan
pengemis untuk di manfaatkan oleh seorang dengan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik
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penghasilannya dan Tuna Susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas sosial dan tempat-tempat
yang digunakan perbuatan asusila.

Pada faktanya dari pengakuan Pengunjung Aloon-allon Ponorogo, saat ini masih di
temukan keberadaan gelandangan dan pengemis yang berada di sekitaran alun-alun ponorogo,
biasanya pada malam hari mereka beristirahat di pinggiran toko atau di panggung alun-alun
ponorogo.dan pada siang hari mereka mengemis di tempat-tempat umum atau di rambu lalu lintas
dan perempatan. Hal ini membuktikan bahwa Gelandangan dan Pengemis masih menjadi sebuah
objek yang herus di tangani dengan serius.

Untuk mengantisipasi banyaknya Gelandangan dan Pengemis yang berada di Alun-alun
Kabupaten ponorogo, Pemerintah melakukan suatu kebijakan yang sesuai dengan Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2011, Pasal 21,yaitu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk
membantu kepala daerah untuk menciptakan daerah yang konduksif, tentram, tertib, dan teratur
schingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat
merasakan kenyamanan di alun-alun Ponorogo ataupun di tempat-tempat umum dengan aman.
Oleh katrena itu Satuan Polisi Pamong Praja juga di tuntut untuk menegakan Perda dan kebijakan
pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong praja juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dimana Dinas Sosial
tersebut juga memiliki peran dalam merehabilitas gelandangan dan pengemis yang terjaring oleh
Satuan Polisi Pamong Praja, Gelandangan dan Pengemis yang terjaring akan di bawa ke Dinas
Sosial, selanjutnya akan melakukan pendataan, Gelandangan dan Pengemis yang tidak memiliki
tempat tinggal akan tinggal sementara di panti karya yang sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial.
Dan bagi Gelandangan dan Pengemis yang mempunyai tempat tinggal akan di pulangkan ke
keluarganya dengan syarat tidak mengulangi kembali, dalam menegakan kebijakan Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai Kebijakan inisiatif yang berupa call center untuk
masyarakat bagi yang mengetahui keberadaaan Gepeng, pengamen, atau orang gila yang
meresahkan masyarakat dapat langsung menghubungi Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja juga
membuat tulisan yang berisi tentang larangan mengamen dan memberi di lampu merah atau di
jalanan guna keindahan dan keselamatan. Dari Permasalahan Tersebut di atas Penulis ingin
mengetahui Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo Terkait Peraturan Daerah
No 5 Tahun 2011, Tentang Ketertiban Umum dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di
Kabupaten Ponorogo.

2. Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif. Dalam
Metodologi penelitian sangatlah penting dalam penelitian ilmiah supaya hasil penelitiannya bisa
tersusun dengan sistematis dan benar. Metode penelitian Kualitatif yang di kutip dalam buku
Noor Juliansyah menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meniliti kata-
kata, laporan terinci dari pendangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami
dengan jenis penelitian deskriptif,yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Juliansyah, 2011). Penelitian dilakukan Di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dan Alun-Alun Ponorogo. karena Satuan Polisi
Pamong Praja adalah Aparatur Negara yang di beri tugas untuk menangani atau menertibkan
Gelandangan dan Pengemis yang di anggap melanggar Perda tentang Ketertiban Umum. Di Alun-
alun juga di percaya masih banyak Gelandangan dan Pengemis yang masih berada di sana
meskipun sering di lakukan Razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam hal penelitian data sangatlah penting, supaya hasil penelitiannya bisa di pertanggung
jawabkan. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan
tujuan penelitian (idrus, 2009).

Dalam pengumpulan data di dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Interview / wawancara
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Wawancara Merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi
menganai orang, kejadian, Kegiatan, Organisasi, motivasi, dan perasaan yang
dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan
dengan yang di wawancarai (interview) (Bungin, 2003)

2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan

pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan

yang di lakukan. (Ayudia, 2010)

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumulan data kualitatif dengan melihat atau

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi bisa

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode
dokumentasi adalah sebuah metode yang dapat dipakai untuk historis riset yang
ditujukan penguraian dan penjelasan yang telah lalu melalui sumber dokumen.

(Surachmad, 1984)

Analisis data adalah merupakan proses mencari dan menyusun secara tepat dengan
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga
dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain.
Menurut (Miles dan Huberman) dalam Idrus (2009) “model analisa data dijelaskan sebagai
model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”. Ketiga langkah ini merupakan kegiatan yang
jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Adapun gambaran
model interaksi, Menurut (Miles dan Huberman’s, 1994) adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Analisis Data Penelitian

Data > Data

| l
Data

Reduction

Conclusion
drawing and
Verification

Sumber : Miles and Huberman's (1994) model of data analysis components Data reduction

Definisi Operasional Menurut Juliansyah Noor yaitu bagian yang mendefinisikan sebuah
konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indicator) dari suatu
konsep atau variable. Indikator dapat berupa perilaku, aspek, atau sifat(Noor, 2011). Dalam
Penelitian ini di awali dengan melakukan observasi dengan melihat kondisi dan tempat yang akan
di teliti. Selanjutnya dengan melihat kondisi dan tempat, peneliti merumuskan masalah yang ada
dan diamati lagi dengan melakukan Observasi lebih lanjut. Disini peneliti juga melakukan
penggalian data dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait kebijakan
Pemerintah dalam Ketertiban Umum untuk kota bebas dari Gelandangan dan Pengemis di
Kabupaten Ponorogo.Dalam menegakkan Kebijakan terkait dengan ketertiban umum,
pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan Tugas yang di berikan kepada Satuan Polisi
Pamong Praja untuk menegakan kebijakn yang di berikan oleh pemerintah, yaitu sudah di atur
dalam Perda Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum.

Dalam perda tersebut di jelaskan bahwasanya Pengemis dan gelandangan (Gepeng) yang
berada di tempat umum atau di jalan raya di anggap mengganggu ketertiban umum, maka karena
itu Satuan Polisi Pamong Praja di berikan tugas untuk menegakkan Perda tersebut yaitu dengan
melakukan Razia-Razia terhadap Gelandangan dan Pengemis yang mengganggu ketertiban umum.
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Maka karena itu Fokus penelitian di atas adalah :
Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemerintah dalam Ketertiban Umum pada Peraturan Daerah

No 5 Tahun 2011, dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo,
maka diukur dari :

1) Laporan pertanggung jawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
selama Satu Tahun atau selama satu masa anggaran, Karena Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan yang di berikan tugas dan wewenang untuk menegakan kebijakan pemerintah
dalam ketertiban umum untuk kota bebas dari gelandangan dan pengemis.

Untuk menilai apakah Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah melakukan langkah —langkah
setrategis dalam menangani Gelandangan dan Pengemis dapat di ukur dengan:

1) Metode dalam hal melakukan penertiban terhadap Gelandangan dan Pengemis di
Tempat-tempat Umum dan di jalanan.

2) Melalui Cara-cara seperti apa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
menertibkan Gelandangan Dan pengemis di Kabupaten Ponorogo.

Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Ketertiban Umum
untuk menangani Gelandangan dan Pengemis maka dapat di ukur dari ;

1) Kordinasi antara Pemerintah Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.

2) Kordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial sebagai lembaga yang
merehabilitasi Gelandangan dan pengemis.

3) Kordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Para pedagang kaki lima, dan
masyarkat.

4) Kordinasi antara Polisi Pamong Praja dengan Gelandangan dan Pengemis.

Untuk menegetahui kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan baik dapat di ukur dengan:

1) Berkurangnya jumlah Gelandangan dan Pengemis di Alon-alon Ponorogo.

2) Pengunjung Alon-alon dapat merasakan kenyamanan karena sudah tidak terganggu oleh
geladangan dan Pengemis maupun Pengamen.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala yang di hadapi Pemerintah dalam
menangani Gelandangan dan Pengemis dapat di ukur dengan:

1) Tidak berjalannya kegiatan-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
dalam hal penertiban.

2) Anggaran biaya Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo yang mungkin minim
untuk di gunakan dalam penertiban.

4. Hasil dan Pembahasan

Dari beberapa hasil Penggalian data baik yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dapat di analisis sebagai berikut :

a.

Analisis wawancara tentang pelaksanaan Pemerintah dalam Ketertiban Umum untuk
menangani Gelandangan dan Pengemis.

Bahwasanya hasil dari analisis wawancara tentang pelaksanaan pemerintah dalam ketertiban
umum untuk menangani Gelandangan dan Pengemis dengan Informan Satuan Polisi Pamong
Praja selaku petugas yang menertibkan Gelandangan dan Pengemis juga sudah bekerja dengan
baik dan sesuai prosedur aturan yang berlaku, dan Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah
menjalankan penertiban sesuai Prosedur, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha
mengurangi Gelandangan dan Pengemis dengan cara melakukan patroli secara rutin dan juga
menyebarkan Call Center 24 jam yang baru di buka oleh Satpol PP untuk laporan dari
masyarakat. Dengan menggunakan Call Center di harapkan Masyarakat dapat membantu
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Satpol PP dalam melakukan Razia terhadap Gelandangan dan Pengemis. Satuan Polisi Pamong

Praja juga bekerja Sama dengan Dinas Sosial, Karena Dinas Sosial lah yang menangani

Gelandangan dan Pengemis. Untuk saat ini adapun hambatan yang di miliki satuan Polisi

Pamong Praja yaitu minimnya laporan dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong praja berharap

masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan Kebijakan yang di berikan oleh pemerintah

tersebut.
b. Analisis wawancara tentang Langkah-langkah Setrategis Pemerintah dalam menangani

Gelandangan dan Pengemis.

Sedangkan hasil dari analisis wawancara dari ibu Dra.Sri Hartatiningsih,Msi selaku Kabid

Rehabilitasi Sosial, dari Dinas Sosial, bahwasanya dalam menjalankan tugasnya sudah berperan

baik dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo. adapun langkah

setrategis yang di lakukan oleh Dinas Sosial yaitu Dengan melakukan pembinaan, pelatihan
yang berupa keterampilan,dengan di adakan pelatihan di harapkan Gelandangan dan Pengemis
dapat memiliki keterampilan dan mau bekerja tanpa menjadi Pengemis kembali. Dengan
demikian diharapkan dapat mengurangi angka Gelandangan dan Pengemis di Ponorogo.
meskipun saat ini masih ada kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial yaitu seperti
sulitnya mengarahkan terhadap Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial juga berusaha
mencarikan cara yang solutif dalam menangani Gelandangan dan Pengemis.

c. Analisis tentang kendala yang di hadapi Pemerintah dalam Menangani Gelandangan dan

Pengemis di kabupaten Ponorogo.

Adapun kendala yang di hadapi pemerintah dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di

kabupaten Ponorogo, yang pertama

a. Kendala yang di hadapi oleh satuan Polisi Pamong Praja yaitu minimnya laporan dari
masyarakat, Satuan Polisi Pamong praja berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam
menjalankan Kebijakan yang di berikan oleh pemerintah tersebut. Yaitu jika mengetahui
Gelandangan dan pengemis yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo atau di
tempat-tempat umum untuk segera melapor ke satuan Polisi Pamong Praja agar segera di
tindak tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Yang ke dua sulitnya mengarahkan
gelandangan dan Pengemis, karena mereka sering terjaring dan tidak pernah kapok.

b. Yang kedua kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan
Pengemis yaitu sulitnya gelandangan dan pengemis untuk di arahkan atau di bina,mereka
yang sudah terjaring biasanya sudah melakukan pembinaan untuk tidak menjadi
Gelandangan dan Pengemis tetapi mereka tetap saja tidak mau berubah, dan yang kedua
sulitnya mengarahkan mereka untuk tinggal di Panti Karya untuk melakukan pelatihan
keterampilan, kebanyakan mereka tidak ada yang mau.

Sedangkan hasil Penggalian data wawancara secara tidak terstruktur dari beberapa
informan pengunjung Aloon-aloon kabupaten Ponorogo vyaitu Mas Chandra dan Mas Rio.
Hampir semua pengunjung merasa tidak nyaman dengan adanya gelandangan dan pengemis
maupun pengamen yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo, Seperti pengakuan
dari mas Rio beliau ingin menikmati secangkir kopi di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo jelang
beberapa menit ada pengamen maupun pengemis yang menghampiri nya, beliau merasa terganggu
dengan adanya pengamen ataupun Gelandangan dan pengemis. Dari pengakuan oleh pengunjung
juga sama yang di rasakan oleh mas Chandra, juga pengunjung Aloon-aloon Kabupaten
Ponorogo, menurut Beliau Gelandangan dan Pengemis sangat mengganggu selain meminta-minta
para pengunjung, mereka juga sering tidur di tempat-tempat umum dan sangat mengganggu para
pengunjung dan mengganggu keindahan. Mas Candra juga mengungkapkan Satuan Polisi Pamong
Praja ataupun pihak yang terkait sudah perperan dengan baik dalam menangani Gelandangan dan
Pengemis di Kabupaten Ponorogo. Karena saat ini jarang di temui Gelandangan atupun Pengemis
yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo meskipun ada beberapa tentunya akan segera
di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.mereka berharap pemerintah dapat melakukan solusi
yang baik untuk penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo.

Indonesian Journal of Government and Communication Studies, Vol 2 No 2 / 88 - 96 2018 93



Kalau hasil wawancara tidak terstruktur dengan sebagian Pedagang kaki lima yang
berjualan di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo yaitu bapak Tumirin dan ibu Karti hampir sama
dengan yang di rasakan oleh pengunjung, bahwa Pengamen ataupun gelandangan dan pengemis
sangat mengganggu, selain menganggu pengunjung mereka merasa di rugikan, karena tempat
jualan mereka kalau di singgahi pengamen atau pun Gelandangan dan pengemis pembeli akan
komplein atau tidak nyaman di tempat mereka jualan, dan mereka juga mengungkapkan
bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja atau pun pihak yang terkait sudah bekerja dengan baik
dalam hal penertiban,karena mereka melihat sendri Satuan Polisi Pamong Praja menegur atau
memperingati dan melakukan Razia terhadap pengamen atau pun Gelandangan dan Pengemis
yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo. Kalau Hasil wawancara dengan Gelandangan
dan Pengemis Mbh Somen yang berada di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo beliau sudah
pernah di jaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja, beliau tidak ada pilihan lagi di karenakan sudah
tidak memiliki tempat tinggal dan hidup sebatang kara.

5. Kesimpulan

Dalam Penelitian yang sudah di lakukan, Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Di
dalam Pelaksanaan pemerintah dalam Ketertiban Umum pada Peraturan Daerah No 5 Tahun
2011 dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Aloon-aloon Kabupaten Ponorogo
Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dan sesuai prosedur aturan yang berlaku. Saat
ini Pemerintah telah berusaha mengurangi angka Gelandangan dan Pengemis dengan melakukan
Razia secara rutin, pembuatan Tulisan yang berisi tentang Larangan dan memberi kepada
Pengamen maupun Pengemis yang berada di lambu lalu lintas atau di perempatan. Bagi
Gelandangan dan Pengemis yang telah di ketahui identitasnya akan di kembalikan ke asalnya, atau
pihak Dinas Sosial akan menghubungi Keluarganya, dan bagi Gelandangan dan Pengemis yang
tidak mempunyai tempat tinggal akan di sarankan untuk tinggal sementara di Panti Karya untuk
melakukan Pelatthan kerja. Pada saat ini Pemerintah telah berusaha mengurangi angka
Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan pembinaan,
Bimbingan dan pengarahan. Melalui bimbingan kushus dan pelatihan-pelatihan, di harapkan
Gelandangan dan Pengemis tersebut memiliki keterampilan dan memiliki kemandirian, dan mau
bekerja tanpa tidak menjadi Gelandangan dan Pengemis kembali. Adapun kendala yang di hadapi
oleh pihak yang terkait yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk menertibkan
Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Ponorogo ini, dan sulitnya mengarahkan Gelandangan
dan Pengemis untuk melakukan pelatihan di Panti Karya, karena kebanyakan tidak ada yang
sanggup.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah terkait dengan
Ketertiban Umum untuk menangani Gelandangan dan Pengemis dari Pemerintah sudah bekerja
dengan aturan atau dengan Prosedur yang berlaku, tetapi Belum bisa di katakana maksimal.
Karena di buktikan dengan seringnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Razia di Aloon-
aloon Ponorogo maupun di perempatan-perempatan ataupun di Sudut kota, dan saat ini di Aloon-
aloon Kabupaten Ponorogo masih sering di temui Pengamen ataupun Gelandangan dan
Pengemis. dan dengan banyaknya keluhan dari pengunjung dan Pedagang Kaki Lima yang merasa
terganggu dengan Gelandangan dan Pengemis tersebut.
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